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PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 TAHUN 2020 

TENTANG 

JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tunjangan 

Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, 

Klimatologi, dan Geofisika, perlu menetapkan Peraturan 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang 

Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); 

2. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 

3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2020 tentang 

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18); 
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4. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 1529); 

5. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1530) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 

Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun 

Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1741); 

6. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

555); 

7. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, 

Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun 

Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 467); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN 

GEOFISIKA TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN 

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, 

dan Geofisika yang selanjutnya disebut Pegawai adalah 

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Lain yang berdasarkan 

keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam 

suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh 

pada satuan organisasi di lingkungan Badan Meteorologi, 

Klimatologi, dan Geofisika. 

2. Pegawai Lain adalah Pegawai yang diangkat pada jabatan 

yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. 

3. Kelas Jabatan adalah penggolongan jabatan berdasarkan 

sifat, jenis, dan beban pekerjaaan serta besaran 

tunjangan kinerja. 

4. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan 

kepada Pegawai sebagai kompensasi melaksanakan 

agenda reformasi birokrasi atas dasar kinerja yang telah 

dicapai oleh seorang Pegawai. 

5. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan 

tinggi pada instansi pemerintah. 

6. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

publik serta administrasi pemerintahan dan 

pembangunan. 

7. Jabatan Fungsional Tertentu adalah sekelompok jabatan 

yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 

keterampilan tertentu. 

8. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang 

selanjutnya disebut Badan adalah Lembaga Pemerintah 

nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di 

bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. 
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9. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pusat 

adalah Sekretariat Utama, Deputi, Inspektorat, Pusat 

Penelitian dan Pengembangan, serta Pusat Pendidikan 

dan Pelatihan. 

 

BAB II 

JABATAN DAN KELAS JABATAN 

 

Pasal 2 

(1) Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan 

Jabatannya. 

(2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas: 

a. Jabatan Pimpinan Tinggi;  

b. Jabatan Administrasi; dan 

c. Jabatan Fungsional Tertentu. 

(3) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki 

Kelas Jabatan. 

(4) Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan 

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

Peraturan Badan ini. 

 

Pasal 3 

(1) Jabatan untuk setiap Kelas Jabatan bagi pejabat 

pimpinan tinggi, pejabat administrasi dan pejabat 

fungsional didasarkan pada: 

a. keputusan mengenai pengangkatan dan/atau alih 

tugas dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi atau 

Jabatan Administrasi; 

b. keputusan mengenai pengangkatan pertama dalam 

Jabatan Fungsional Tertentu; 

c. keputusan mengenai kenaikan jenjang dalam 

Jabatan Fungsional Tertentu; atau 

d. keputusan mengenai penugasan dalam Jabatan 

Fungsional Tertentu. 
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(2) Jabatan dan Kelas Jabatan bagi Pegawai dengan jabatan 

pelaksana didasarkan pada keputusan mengenai 

penetapan jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai dalam 

jabatan pelaksana. 

 

Pasal 4 

Keputusan penetapan jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai 

dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 ayat (2), dilakukan sebagai berikut: 

a. bagi Pegawai pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika Pusat ditandatangani oleh Kepala Biro Umum 

dan Sumber Daya Manusia atas usulan pimpinan tinggi 

pratama terkait; dan 

b. bagi Pegawai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ditandatangani 

oleh Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia atas 

usulan Kepala Unit Pelaksana Teknis. 

 

BAB III 

TUNJANGAN KINERJA 

 

Pasal 5 

Selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, Pegawai juga diberikan 

Tunjangan Kinerja setiap bulannya. 

 

Pasal 6 

(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

diberikan kepada Pegawai berdasarkan Kelas Jabatan. 

(2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

 

Pasal 7 

(1) Dalam hal Pegawai yang diangkat sebagai pejabat 

fungsional tertentu mendapatkan tunjangan profesi, 

tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara 

tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dan tunjangan 


